BUPATI TABALONG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 43 6/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VISITASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam menjamin kesinambungan legalitas dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H.
Badaruddin Kasim sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit, maka perlu diterbitkan
izin operasional penyelenggaraan pelayanan
kesehatan;

bahwa sebelum diterbitkan izin operasional perlu
dilakukan visitasi terlebih dahulu oleh Tim Visitasi,
maka perlu membentuk Tim Visitasi Perpanjangan
Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah H.
Badaruddin Kasim,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 316), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
317);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022
tentang  Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 54);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
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2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 08);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/
SK/I1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi

Rumah Sakit;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Visitasi Perpanjangan Izin Operasional

Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian kesesuaian komitmen terhadap
pemenuhan klasifikasi Rumah Sakit;

b. memverifikasi dokumen terkait Perizinan Operasional
Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;

c. melakukan koordinasi untuk terlaksananya proses
Perizinan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
H. Badaruddin Kasim;

d. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam
proses perizinan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
H. Badaruddin Kasim; dan

e. melaksanakan pemantauan dalam proses Perizinan
Operasional Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin
Kasim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
H. Badaruddin Kasim Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3/ o&ALar 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarmasin.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ A% /2023

TANGGAL 3\ pbibes 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VISITASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
2. | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Ketua
Kabupaten Tabalong

3. | Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

4. | Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Anggota
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tabalong

5. | Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Anggota
Kalimantan Selatan 5 (lima) orang

6. | Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Anggota
Provinsi Kalimantan Selatan

7. | Staf Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Anggota
Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI




